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Praktik Bagi Rata Jadi Temuan BPK

Semestinya harga tebus
raskin (HTR) sebesar Rp
1.600/ kg. Namun kenyataan-
nya mencapai Rp 1.800/kg
sampai Bp 2.000/kg. Tata
kelola distribusi semacam mi
berpotensi memunculkan tin-
dak pidana kompsi.

Untuk itu, fimgsi dan peran
satgas mi nmilai ditertiblcan. Pada

Program Beras Miskin O ini distribusi raskin
. dilakulkan tim koordinasi atan
DEMAK - Badan Pemeriksa Keuangan sering disebut satgas. Mereka
. . ; . terbagi di tingkat kecamatan dan
(BPK) menilai praktik bagi rata (bagita) beras m"mmm Ta]mm mt%fm
iale ; ; nya ifu, mereka mendapa
untuk warga miskin (raskin) menyalahi homor d; mana unfuk satgas keea.
ketentuan. matan Bp 125 000/bulan dan sat-
gas desa Rp 40.000.
Semestinya beras tersebut  benar-benar menyahukan raskin -~ Satgas
dibagikan kepada penerima sesua ketentuan vakni 15 kilo- Ehusus untuk satgas desa
manfaat raskin sesuai database  gram tiap rumah tangga sasaran.  masih mendapat tambahan sebe-
pendataan yang ditetapkan Dua desa ini adalah Manmunrejo  sar Rp 10/kg untuk raskin yang
Pemkab Demak. dan Babad," ujamya didampingi  mereka salurkan di tiap desa/
KEabag Perekonomian Setda  dua orang staf, Yahva dan Tulvs,  kehyrahan
Demak Suhas Bukit mengalan  kemann. Tugas satgas ini di anfaramya
balhwa praktik bagita raskin men- Atas temuan BPK inilah. menerima beras dari Bulog,
jadi tenman BPK sehingga pro-  pihaknya menggelar koordinasi  memeriksa kualitas beras dan
gram ini dinilai tidak tepat dan evahmmsi selama empat hari mendistribusikannya sampai ke
sasaran Praktik fersebut merata  Dan hasil analisa dan evaluasi  mumah tangga sasaran (RTS).
terjadi di 14 kecamatan. disimpulkan bahwa potensi Nammumn sebaliknya, satgas ting-
"Hanya dua desa saja di penyimpangan terjadi pada kat desa mendistribusilan raskin
EKecamatan Kebonagung yang  tingkatan distribusi di desakelu-  hanya sampai di titik distribusi
balai desa. rakor evaluasi terlontar ada sat-
Selanjutnya, tugas distribusi  gas yvang tidak berani dengan
raskin hingga sampai RTS justm kepala desa ketika akan mem-
diambil alih oleh ketua RT/RW.  bagikan raskin sesuai RTS,
Jika ada pengambilalihan tugas memumitnya, kondisi semacam
distribuisl dan satgas ke RT/EW.  ini tidak benar Kades, menumnt-
lanjut Subas, semestinya ada nya, tidak punya wewenang
permryataan terfulis. untuk menentukan penerima
Adapun di tingkat distribusi  ataupun membagikan sendiri
tersebut malah rawan dengan  raskin
penyimpangan seperti raskin Terkait persoalan data penen-
dibagikan dengan model bagita ma raskin diakuinya menjadi
hingga mengambil keuntungan  masalah klasik. Data tersebut
dari selisth harga tebus. masih bersumber Pendataan

Program Perlindungan Sosial
(PPLS) vang dilakukan Badan
Pusat Statistik (BPS) pada 2011
dengan tingkat kesalahan sebesar
efA

"Pihak BPS menginforma-
sikan akan memperbanu data i
melahu program PPLS bami pada
Aprl sampai Mei mendatang "
mmbulurya. {J9-72)




